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KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR :910/Kep.304—-BPKAD/ W/2023

TENTANG

PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2023
WALI KOTA BEKASI,

bahwa  Pemerintah Daerah  menyusun  analisis
penyertaan modal/investasi daerah sebelum melakukan
penyertaan modal yang dilakukan oleh penasihat
investasi Pemerintah Daerah yaitu tenaga profesional dan
independen;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penasihat Investasi
Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir menjadi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi
kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
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13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Bekasi (Lembaran Daearah Kota Bekasi Tahun 2021
Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2023 Nomor 31 Seri A);

. Berita Acara Rapat Nomor: 910/BA.2242/BPKAD.Anggar

tentang Penetapan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;

MEMUTUSKAN :

Penasihat Investasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran
2023.

Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menghimpun data Badan Usaha Milik Daerah sebagai
bahan penyusunan analisis investasi Pemerintah Daerah;

2. mengolah data Badan Usaha Milik Daerah;

3. melakukan analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio
dan analisis risiko serta melakukan penilaian terhadap
Badan Usaha Milik Daerah secara profesional dan
independen;

4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

5. menyampaikan hasil analisis penyertaan modal/investasi
Pemerintah Daerah tersebut kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah untuk dijadikan dasar
pertimbangan penganggaran penyertaan modal pada Badan
Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.
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KEEMPAT . Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perbaikan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal27 Juni 2023
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Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;

4. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi.




